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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA 

A. Definisi Agama Dan Negara Dalam Islam 

Secara etimologi, terdapat beberapa pendapat tentang arti agama. Kata 

agama, berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata: ‚a‛ berarti 

tidak dan ‚gama‛ berarti kacau, jika digabungkan berarti tidak kacau. Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia, agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya.
1
 

Kata agama dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab dengan kata di>n,2 Selain disebut dengan kata di>n, agama juga sering 

diartikan dengan kata shara’, syariat (millah). Dari berbagai macam definisi 

agama secara etimologi, Harun Nasution mengumpulkan delapan definisi agama 

sebagai berikut: 

1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 

harus dipatuhi. 

2. Pengakuan terhadap kekuatan gaib yang menguasai dunia. 

                                                           
1
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 12. 
2
 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensklopedi Hukum Islam, jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1997), 32. 
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3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan 

pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia. 

4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup 

tertentu. 

5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. 

6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber 

pada suatu kekuatan gaib. 

7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam 

sekitar manusia. 

8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul.
3
 

Adapun istilah negara dalam bahasa asing diterjemahkan dari kata-kata 

asing ‚Staat ‚ (bahasa Belanda dan Jerman), ‚State‛ (bahasa Inggris) dan ‚Etat‛ 

(bahasa Prancis). Istilah itu mula-mula digunakan di Eropa Barat pada abad ke-

15, dan di kalangan umum kata-kata tersebut dialihkan dari bahasa Latin ‚status‛ 

atau ‚statum‛.
4
 

Secara terminologi, negara menurut Hasbullah Bakry adalah suatu teritori 

(wilayah) yang ada rakyatnya sebagai penduduk tetap, dan diantara mereka ada 

yang dianggap sebagai pemimpin atau pemerintah bagi mereka.
5
 Sedangkan 

                                                           
3
 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), 2-3. 

4
 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), 90. 

5
 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1988), 314. 
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menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya 

diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhasil ketaatan dari warga 

negaranya pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) 

monopolitis dari kekuasaan yang sah.
6
 Dan ditinjau dari hukum tatanegara, 

negara adalah suatu organisasi kekuasaan, yang merupakan tata kerja dari alat-

alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan yang melukiskan 

hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat 

perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
7
 

Dengan begitu, maka negara tidaklah terbentuk dengan sendirinya, tetapi 

diadakan oleh manusia dan menurut kemauan manusia guna memperoleh tujuan 

tertentu. Maka dalam hal ini negara tidak ubahnya sebuah alat, dan alat itu 

berupa organisasi bersama dari elemen masayarakat yang bersifat tetap. 

Timbulnya sebuah negara merupakan gejala sosial yang bersumber dari sejumlah 

besar masyarakat yang hidup di kawasan  tertentu menggunakan suatu sistem 

hukum yang telah disepakati dan dikendalikan oleh kekuasaan. Negara terbentuk 

dengan syarat-syarat tertentu yaitu; mempunyai teritori (daerah) tertentu, rakyat 

tertentu dan mempunyai pemerintahan yang dijalankan dengan sistem tertentu.  

Terkait dengan asal mula negara, ada beberapa teori tentang terbentuknya 

sebuah negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara sebagai gabungan dari 

bagian-bagian, dimulai dari individu, keluarga, kampung dan negara. Manusia 

adalah makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia membutuhkan 

teman dan orang lain. Kesatuan teman adalah keluarga, Bila terjadi gabungan 

                                                           
6
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), 40. 

7
 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1985), 149. 
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antar beberapa keluarga yang bertujuan lebih dari sekedar memenuhi keperluan 

hidup sehari-hari, terjadilah kampung dan gabungan dari kampung ini akan 

membentuk negara.
8
 

Hal serupa tentang terbentuknya negara juga diungkapkan al-Farabi, dia 

berpendapat bahwa sifat keistimewaan manusia, antara lain homo socius (suka 

bergaul). Ini merupakan salah satu dorongan terwujudnya suatu masyarakat. 

Manusia berkumpul satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan 

hidup mereka, di dalam satu masyarakat. Dan ini merupakan bibit timbulnya 

suatu negara.
9
 Jadi negara terbentuknya didorong oleh rasa saling membutuhkan 

antar individu yang hidup dalam sebuah komunitas, semakin lama komunitas 

tersebut membesar dan kebutuhan manusia juga semakin kompleks, dan pada 

akhirnya terbentuklah negara. 

Dalam Islam, perdebatan yang hampir tidak dapat ditemui titik temunya 

adalah definisi tentang negara Islam. Hal ini karena, al-Quran dan al-H}adi>th tidak 

secara tegas dan gamblang mendefisinikan tentang negara Islam. Dalam bahasa 

Arab kata negara mempunyai berbagai makna, diantaranya adalaha  dawlah. 

Daulah berasal dari bahasa Arab dawlat yang asal katanya dari da>la-yadu>lu-

dawlatan yang mempunyai arti berputar, bergilir dan beredar. Dapat diartikan 

pada sebuah komunitas sosial yang menetap di suatu tempat yang diatur oleh 

suatu pemerintahan untuk suatu kepentingan dan kemaslahatan tertentu.
 10 Kata 

                                                           
8
 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 1. 

9
 Ibid., 2. 

10
 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Hukum Islam, Jilid. I(Jakarta: Ichtiar Van Hove), 262. 
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dawlah sendiri dalam Al-Qur’an disebutkan sekali,
11

 dan berkaitan dengan 

pembagian harta rampasan kepada umat Islam yang diraihnya dalam konfrontasi 

dengan Banu Nadhir di Madiah.
12

 

Selain dawlah, negara juga bisa diartikan dengan khila>fah. Al-Maudu>di 

mendefinisikan khila>fah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia untuk memakmurkan bumi, sehingga manusia di sini hanya lah yang 

menerima mandat dan Allah adalah pemberi mandat.
13

 Berkenaan dengan definisi 

yang diberikan, Al-Maududi menukil enam ayat yang mendukung definisi 

khila>fah tersebut (2:30, 7:10, 69, 74, 129, 15: 65, 10: 65). 

Karena negara identik dengan kekuasaan seorang pemimpin, maka 

pengertian kekuasaan pemimpin sebuah negara bisa diartikan dengan ima>mah. 

Ima>mah dalam teologi Shi>’ah merupakan usul madzhab utama yang membedakan 

dengan teologi kaum Sunni. Secara bahasa Ima>mah berarti depan, dan imam 

adalah orang yang diikuti oleh seluruh manusia dan bisa berarti pemimpin atau 

selainnya, baik itu memberikan petunjuk ataupun menyesatkan manusia. Maka 

dari itu imam mempunyai padanan kata dengan khalifah, dia adalah pemimpin 

agung bagi seluruh manusia. Selain itu, imam bisa berarti orang yang 

memperbaiki suatu perkara dan bisa juga diartikan sebagai pemimpin pasukan. 

Sedangkan kata imam di dalam al-Qur’an dimaksudkan sebagai pemimpin bagi 

                                                           
11

 QS: Al-Hasyr-7. 
12

 Louay M. Syafi’i, ‚The Islamic State: A Conceptual Framework‛, The American Journal of 

Islamic Sciences, Vol. 8, No. 2, 1991. 
13

 Abu al A’la al-Maududi, al-Khilafa>h wa al-Mulk, Jilid I, (Kuwait: Da>r al-Qalam), 19. 
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umat Islam, yaitu rasulullah yang berperan sebagai pemimpin bagi seluruh 

pemimpin di dunia.
14

 

Kemudian negara juga bisa diartikan dengan h}uku>mah, secara etimologi 

kata ini berarti pemerintah. Kata tersebut digunakan dalam arti ‚pemerintahan‛ 

sekitar abad ke-19. Dalam perkembangannya, istilah h}uku>mah dikaitkan dengan 

teori Sayyid Qutb, yakni teori h}akimiyyah.15 

B. Definisi Negara Islam Menurut Sarjana Muslim 

Para sarjana dan ilmuwan muslim pada masa lalu telah mendefinisikan 

negara Islam. Untuk mendapatkan gambaran tentang definisi tersebut, penulis 

mengklasifikasikan ke dalam dua bagian berdasarkan periodesasi pemerintahan 

muslim, yaitu masa klasik dan pertengahan dengan masa kontemporer. Beberapa 

sarjana muslim pada masa klasik dan pertengahan yang menuangkan gagasan dan 

teori tentang politik dan negara Islam dalam karya tulis adalah Syihab al-Din 

Ahmad ibn Abi> Ra>bi’ (w. 272 H), al-Farabi (w. 257 H/870 M), Ma>wardi (364-450 

H/975-1059 M), al- Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibn al-Taimiyyah (l. 661 

H/1263 M) dan Ibn al-Khaldu>n (l. 732 H/1332 M).
16

 

Ibn Abi Rabi’ (w. 272 H) mengklasifikasi manusia menjadi dua bagian, 

umum dan khusus. Masyarakat umum adalah kebanyakan manusia sedangkan 

masyarakat khusus adalah mereka yang diberi amanah dan tugas untuk menjadi 

                                                           
14

 ‘Ali> Ah}mad al-Sa>lu>s, ‘Aqidah al-Ima>mah ‘inda al-Shi>’ah al-Ithna> ‘Ashriyyah (Qatar: Da>r al-

I’tis}a>m, 1987), 8. 
15

 Hatim Gazali, ‚Makna Negara Dalam Islam‛, dalam Tedi Kholiludin (Ed), Runtuhnya Negara 

Tuhan Membongkar Otoritarianisme dalam Wacana Politik Islam (Semarang: INSEDE, 2005), 

113-114. 
16

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran. (Jakarta: UI Press, 

1990), 41-42. 
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pemimpin dalam masyarakat.
17

 Dan sudah menjadi ketetapan Tuhan, bahwa 

sebagian manusia dijadikan pemimpin atas yang lainnya dengan memberikan 

kepada mereka beberapa kelebihan di atas yang lainnya, sehingga dengan 

kelebihannya tersebut mampu untuk memimpin masyarakat,
18

 dan mewajibkan 

atas rakyat yang dipimpin untuk mentaati pemimpinnya setelah ketaatan 

terhadap Allah dan utusanNya.
19

 

Ibnu Abi Rabi’ melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan plural. 

Sebagai makhuk sosial manusia saling membutuhkan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup dan plural dalam arti manusia diciptakan dalam berbagai ragam 

corak pemikiran dan kreasi. Ketika manusia dari berbagai macam profesi dan 

latar belakang menetap dalam sebuah kota, maka untuk menjaga keteraturan dan 

ketertiban dalam kehidupan diperlukan sebuah pemerintahan yang dapat 

menciptakan masyarakat sejahtera, aman dan jauh dari kejahatan yang datang 

dari berbagai arah.
20

 

Melihat dari fakta tersebut, Ibn Abi> Rabi’ berpendapat bahwa merupakan 

sebuah keharusan untuk membentuk sebuah tatanan pemerintahan yang 

diperintah oleh manusia-manusia pilihan, dan karena banyaknya pemimpin juga 

tidak bagus untuk kestabilan sebuah pemerintahan, maka untuk membentuk 

sebuah pemerintahan yang baik haruslah dipimpin oleh seorang pemimpin saja 

dan dibantu oleh para pembantu-pembantu yang tunduk dan patuh pada 

                                                           
17

 Shiha>buddin Ibn Abi Rabi’, Sulu>k al-Malik fi tadbiir al-Mama>lik, Cetakan Pertama (Riyadh: 

Dar al-‘Adiyah li al-Nash wa al-Tauzi’, 2010), 128. 
18

 al-Qur’an, 6:165. 
19

 Ibid., 4: 59. 
20

 Syihabuddin Ibn Abi Rabi’,  Suluk…129. 
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pemimpin tersebut.
21

 Sehingga pemerintahan yang dimaksud oleh Ibn Abi Rabi’ 

adalah sebuah pemerintahan dengan sistem monarkhi (kerajaan). Hal ini sangat 

beralasan, karena karya tulis ini dipersembahkan kepada khalifah Mu’tas}im 

billah. Selanjutnya, sistem monarkhi yang dibentuk itu harus memiliki empat 

rukun atau pilar sebagai syarat berdirinya sebuah tatanan pemerintahan, raja, 

rakyat, adil dan sistem pemerintahan.
22

 

Seperti halnya Ibn Abi Rabi’, Al-Farabi berpendapat bahwa manusia 

adalah makhluk sosial dan majemuk yang terdiri dari berbagai macam latar 

belakang yang tinggal dalam suatu tempat dan membentuk komunitas tersendiri. 

Komunitas atau masyarakat menurut al-Farabi ada tiga; masyarakat besar, 

masyarakat menengah dan masyarakat kecil. Komunitas besar adalah kumpulan 

dari seluruh umat manusia, sedangkan komunitas sedang adalah yang membentuk 

umat dan komunitas kecil adalah yang hidup dalam sebuah kota. Ketiga 

komunitas tersebut adalah komunitas yang sempurna, dan kumpulan-kumpulan 

masyarakat di bawahnya adalah kumpulan yang belum sempurna sampai 

tingkatan yang paling kecil yaitu rumah tangga.
23

 Dan sudah merupakan 

konskuensi sebagai makhuk sosial, manusia harus saling tolong-menolong dan 

itulah yang disebut dengan kota yang sempurna. Kota yang sempurna 

dianalogikan al-Farabi bagaikan tubuh yang sempurna, saling tolong menolong 

                                                           
21

 Ibid., 130. 
22

 Ibid., 131. 
23

 Abu> Nas}r Al-Fara>bi, al-Siya>sah al-Madaniyah, tahqiq ‘Ali Abu Mulham (t.t. : Da>r wa 

Maktabah al-Hilal, t.th), 73. 
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dan membantu walaupun badan tersebut tersusun dari anggota badan yang 

berbeda-beda, baik dari segi ukuran maupun fungsinya.
24

 

Keragaman warga negara ini yang tidak memungkin bahwa semua 

manusia mampu untuk menjadi pemimpin, dan pemimpin dibutuhkan untuk 

mengatur keteraturan sebuah negara. Dalam hal ini, Plato membagi warga negara 

ke dalam tiga tingkat atau kelas. Pertama, kelas tertinggi yang terdiri dari 

pemimpin negeri yang mempunyai otoritas atau kewenangan memerintah serta 

mengelola negara, kedua terdiri dari angkatan bersenjata yang bertanggungjawab 

atas keamanan dan keselamtan negara, baik terhadap rongrongan dalam negeri 

maupun terhadap serangan dari luar dan kelas yang ketiga, dan yang terendah, 

terdiri dari para pandai besi, pedagang dan petani, atau tegasnya rakyat jelata 

yang bertugas memproduksi segala kebutuhan materi yang diperlukan oleh 

negara.
25

 Dari klasifikasi ini, maka tidak semua warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negara, hanya warga negara 

yang berasal dari kalangan atas atau kelas tertinggi yang dapat menjadi kepala 

negara.
26

 

Seorang pemimpin menurut Al-Fara>bi adalah yang mampu memberikan 

bimbingan dan ajaran kepada yang lain. Singkatnya mempunyai potensi dan 

kapasitas untuk menggerakkan orang lain, sedangkan yang memiliki potensi 

pribadi tanpa mempunyai kapasitas untuk menggerakkan orang lain maka dia 

                                                           
24

 Abu> Nas}r al-Farabi, Ara’ Ahlu al-Madinah al-Fadilah wa Mudhodatuha, tahqiq ‘Ali Abu 

Mulham, Cetakan. I (Beirut: Da>r wa Maktabah al-Hilal, 1995), 114. 
25

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 54. 
26

 Ibid., 55. 
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tidak bisa dijadikan seorang pemimpin.
27

 Secara terperinci ada dua belas kategori 

seseorang bisa dijadikan seorang pemimpin: lengkap anggota badannya, baik 

daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai mengemukakan 

pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, pecinta pendidikan dan gemar 

mengajar, tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, 

pecinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak 

memandang penting kekayaan dan kesenang-kesenangan duniawi yang lain, 

pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, tanggap dan tidak sukar diajak 

menegakkan keadilan dan sebaliknya sukar untuk melakukan atau menyetujui 

tinjakan keji dan kotor dan yang terakhir adalah kuat pendirian terhadap hal-hal 

yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan 

penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.
28

 

Al-Fara>bi mengklasifikasikan negara ke dalam empat kategori 

berdasarkan sistem pemerintahan yang dipakai, pertama, negara Jahiliyah yaitu 

negara yang tidak mampu mengarahkan rakyatnya pada kebahagiaan, kedua, 

negara Fasiq yaitu negara yang sebenarnya tahu dan mampu mengarahkan 

rakyatnya pada kebahagiaan, namun mereka tidak mengakui dan tidak 

melakukannya, tetapi justru memainkan permainan politik kotor yang pada 

akhirnya menjerumuskan mereka pada martabat rendah, ketiga, negara 

mubaddalah adalah negara yang secara dzahir melakukan tindakan dan kebijakan 

yang membantu rakyat, padahal yang terjadi sesungguhnya sangat merugikan 

                                                           
27

 Abu Nas}r Al-Fara>bi, al-Siya>sah al-Madaniyah, 87. 
28

 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, 56. 
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rakyat, dan keempat, negara sesat adalah negara yang tidak membawa rakyat 

pada kedamaian, tetapi pada pertentangan, disintegrasi dan kehancuran.
29

 

Urgensi sebuah negara dengan tata pemerintahan yang mengatur dan 

menata kehidupan beragama dan bernegara juga dikemukakan oleh Abu al-Hasan 

‘Ali ibn Muhammad ibn H }abi>b Al-Ma>wardi. Al-Ma>wardi berpendapat bahwa 

mengangkat seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola negara adalah 

sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk menata kehidupan beragama dan 

bernegara. Hal ini tiada lain bertujuan untuk memberikan tatanan masyarakat 

yang damai dan memberikan rasa aman kepada masyrakat dan menghindari 

kerusakan.
30

Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang harus ditaati oleh seluruh 

elemen masyarakat.
31

  

Untuk menyeleksi seorang pemimpin diperlukan dua hal, pertama, Ahl al-

Ikhtiya>r atau mereka yang berwenang untuk memilih imam (pemimpin) bagi 

umat. Ahl Ikhtiyar tidak semua orang bisa memilih atau berwenang untuk 

memilih imam, menurut al-Mawardi ada tiga syarat seseorang berwenang untuk 

memilih imam; memiliki sikap adil, memiliki ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat 

sebagai imam dan memiliki wawasan yang luas serta kearifan yang 

memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan 

                                                           
29

 Jubair Situmorang, Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), 151. 
30

 Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, tahqiq Ahmad Mubarak al-

Baghdadi, al-Ahkam al-Sultaaniyyah wa al-Wilayaat al-Diniyyah. Cetakan I (Kuwait: Dar Ibn 

Qutaibah, 1989), 3. 
31

 Ketaatan terhadap seorang pemimpin adalah merupakan kewajiban sebagaimana yang tertulis 

dalam al-Qur’an dalam surat An-Nisa: 59. Ibid., 4. 
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yang paling mampu mengelola dan mengatur kepentingan umat diantara orang-

orang yang memenuhi syarat untuk posisi dan jabatan itu.
32

 

Kedua, Ahl al Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan sebagai 

imam (pemimpin). Al-Mawardi berpendapat bahwa mereka yang berhak untuk 

mendapatkan posisi imam harus memenuhi tujuh syarat: (1) Sikap adil dengan 

segala persyaratannya; (2) Ilmu yang memadai untuk berijtihad; (3) Sehat 

pendengaran, penglihatan dan lisannya; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya; (5) 

Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola 

kepentingan umum; (6) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan 

mengusir musuh; (7) Keturunan Quraisy. Sedangkan dalam hal pengangkatan 

seorang imam ada dua cara, pertama, dengan cara pemilihan oleh Ahl al ‘Aqd wa 

al-Hall. Mereka yang disebut dengan Ahl al-Ikhtiyar, kedua, melalui penunjukan 

atau wasiat oleh imam sebelumnya. Kalau pengangkatan melalui pemilihan 

terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang jumlah peserta dalam 

pemilihan itu.
33

 

Al-Ghazali (1058-1111) sebagaimana para sarjana muslim sebelumnya 

bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainya, dan hanya dengan terpenuhi kebutuhan dasar manusia maka 

ketertiban dunia itu akan terwujud. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan 

pembagian kerja dan profesi pada setiap level kehidupan manusia, terutama pada 

bidang pertanian untuk meningkatkan persediaan pangan, tekstil untuk membuat 

                                                           
32

 Ibid., 4. 
33

 Ibid., 5-6. 
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pakaian dan arsitektur untuk membuat bangunan.
34

 Dan pada gilirannya profesi-

profesi diatas membutuhkan mesin untuk mempermudah proses produksi barang-

barang diatas, kemudian terciptalah profesi dalam bidang pembuatan alat-alat 

produksi. Untuk itu semua, maka diperlukan kerjasama dan saling membantu 

antar sesama manusia. Dan dari sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan 

bersama.
35

 

Namun tujuan manusia hidup di dunia ini bukan hanya semata-mata 

untuk memenuhi kebutuhan materi dan duniawi saja. Tetapi kehidupan di dunia 

adalah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Sehingga dunia bak 

ladang pertanian yang hasilnya kelak akan dipetik dan dipertanggungjawabkan di 

akhirat. Atas dasar ini, kewajiban mengangkat seorang pemimpin yang ditaati 

dan mampu untuk mendelegasikan tugas-tugas kenegaraan kepada ahlinya bukan 

berdasarkan atas pertimbangan rasio belaka tetapi juga berdasarkan syariat. Dari 

sini, maka agama dan raja ibarat dua anak kembar, agama adalah sebagai fondasi 

sedangkan sultan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah 

runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang.
36

 Maka seorang kepala 

negara bukan saja mampu  menguasai ilmu perpolitikan dan ketatanegaraan, 

tetapi dia juga harus seorang yang mempunyai pengetahuan agama yang luas.  

Ibn Taimiyyah yang mempuyai nama lengkap Abu Abbas Ahmad ibn 

‘Abd al-Halim ibn ‘Abd al-Salam ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Taimiyyah 

(lahir 1263) menuangkan pemikiran politiknya dalam sebuah karya yang berjudul 

                                                           
34

 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya al-Ulum al din Jilid 1(Semarang: 

Karya Taha, t.th), 27. 
35

 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, 75. 
36

 Ibid., 76 
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Al-Siya>sah al-Shar’iyyah fi is }la>h al-Ra>’i wa al-Ra’iyyah (Politik yang 

berdasarkan Syari’ah bagi Perbaikan Pengembala dan Gembala). Melalui 

karyanya, Ibn Taimiyyah berusaha memberikan kontribusi dalam perbaikan 

situasi masyarakat dan mengikis segala kebobrokan, baik moral maupun sosial 

sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa umat Islam karena 

perang dengan Krusades yang tidak kunjung henti dan serbuan bangsa Tatar.
37

  

Dalam muqaddimahnya Ibn Taimiyyah memberikan mengutip surat Al-

Nisa’ ayat 58 dan 59. Di ayat 58, kata Ibn Taimiyyah ditujukan bagi para 

pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi hendaknya 

mereka menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak menerimanya, dan 

bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa dan perselisihan antara 

anggota masyarakat. Sedangkan pada ayat selanjutnya, atau ayat 59 Al-Nisa’, 

ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat kepada pemimpin 

mereka setelah ketaatan terhadap Allah dan rasul, dan melakukan segala 

perintahnya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat atau perbuatan 

yang dilarang agama. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, 

maka dalam mencari penyelesaian kepada Allah (al-Quran) dan rasul (Sunnah).
38

 

Terlihat bahwa Ibn Taimiyyah mengedepankan teks-teks agama dalam berbagai 

urusan dan persoalan yang terjadi dalam negara. Pola pemerintahan yang 

dimaksud adalah pemerintahan yang integral bukan sekular. 

                                                           
37

 Ibid., 82-82. 
38

 Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd Salam ibn Taimiyyah (tahqiq: ‘Ali ibn Muhammad al-

‘Amran, al-Siyasah al-Sar’iyyah fii Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah (t.t. Dar ‘Ilm al-Fawaaid, t.th), 5. 
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Berbeda dengan para sarjana muslim lainnya, dalam tulisannya, Ibn 

Taimiyyah tidak banyak menyinggung tentang kepala negara beserta mekanisme 

pengangkatan kepala negara. Selaras dengan surat al-Nisa ayat 58, Ibn 

Taimiyyah menekankan kepada para penguasa untuk menyampaikan amanat atau 

titipan kepada yang berhak, yang mempunyai dua macam manifestasi; pertama, 

dalam penunjukan dan pengangkatan pejabat-pejabat negara dan kedua, dalam 

pengelolaan kekayaan negara dan pengurusan serta perlindungan atas harta benda 

dan hak milik rakyat.
39

 

‘Abd al-Rahma>n ibn Muhammad ibn Muhammad ibn H}asan ibn Jabir ibn 

Muhammad ibn Ibra>hi>m ibn ‘Abd al-Rahman ibn Khaldun (lahir 1332) yang lebih 

dikenal dengan Ibn Khaldun memberikan konstribusi besar dalam wacana politik 

dan ketatanegaraan Islam, yaitu ashabiyyah. Secara etimologi Ashabiyyah 

berasal dari kata ‘asaba yang berarti kesukuan atau kelompok solidaritas untuk 

menghadapi pihak luar.
40

 Dapat juga diartikan sebagai sebuah komunitas yang 

terbentuk atas dasar kesamaan solidaritas dan semangat kesukuan, ras, bangsa 

yang dapat mempersatukan. Sedangkan secara terminologis, seperti yang dikutip 

Munawir Sjadzali dari Ibn Khaldun adalah semua orang yang memiliki 

kebanggaan atas keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antar mereka 

yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan watak alami yang 

ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia.
41

 

                                                           
39

 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, 83-84. 
40

 Cyril Glase, Ensiklopedi Islam (ringkas), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 17. 
41

 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, 104. 
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Dalam politik dan ketatanegaraan ‘as}abiyyah mendorong bagi 

terbentuknya sebuah negara dan dinasti. Dan diantara syarat ‘as}abiyyah adalah 

terpilihnya seorang pemimpin yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan 

pengikutnya. Di dalam konsep ‘asabiyyah tidak semua orang bisa jadi pemimpin, 

sebab pemimpin diperoleh melalui kemenangan. Oleh karena itu ‘asabiyyah 

pemimpin haruslah lebih kuat dari pada ‘asabiyyah-‘asabiyyah yang lainnya 

untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan.
42

 Dan pada akhirnya, tujuan dari 

‘as }abiyyah itu adalah kekuasaan,
43

 karena hanya dengannya manusia dapat 

memperoleh kehormatan dan kedudukan di mata manusia selain mampu 

memperoleh kepuasan batin bagi dirinya. Maka merupaka hal yang wajar, 

kekuasaan selalu diperebutkan, dan semua itu tidak akan terwujud kecuali 

dengan ‘as }abiyyah atau solidaritas yang kuat. 

Teori ‘as }abiyyah ini yang kemudian dirasionalisasikan oleh Ibn Khaldun 

bahwa seorang pemimpin itu haruslah berasal dari kalangan Quraisy, dengan 

argument bahwa kaum Quraisy adalah kaum terkemuka dan di zaman dahulu 

mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sangat terkemukan dan semua bangsa 

Arab telah mengakuinya.
44

  

Abu al A’la > al-Maudu>di (1903-1979) atau yang dikenal dengan al-

Maududi mempunyai konsep ketatanegaraan yang ia tuangkan dalam beberapa 

tulisannya. Sebagai orang yang hidup pada masa modern dan dunia Islam 

                                                           
42

 Ibn Khaldun, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 114. 
43

 Dalam hal ini Ibn Khaldun berkata: ‚Bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai 

solidaritas yang lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati 

guna kepentingan bersama.‛ Ibid., 153. 
44

 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, 106-107. 
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sebagian besar sudah menjadi negara jajahan Barat yang memaksakan paham-

paham Barat ke dalam dunia Islam, salah satunya adalah paham nasionalisme. 

Beberapa pokok pikiran al-Maududi dalam beberapa literature yang ia tulis 

menunjukkan bahwa negara yang ia cita-citakan tidak jauh berbeda dengan 

konsep negara yang ditulis oleh para sarjana muslim pada era klasik. Diantara 

pokok-pokok pemikiran al-Maududi tentang negara; pertama, Islam sebagai 

sebuah agama adalah paripurna, di dalamnya juga mengatur tentang kehidupan 

berpolitik dan bernegara. Sehingga umat Islam dalam berpolitik dan mengatur 

kehidupan bernegara tidak harus meniru cara berfikir orang Barat, dengan 

merujuk kepada sistem kekhalifahan pada zaman al-Khulafa>’ al-Rashidu>n sebagai 

bentuk bernegara yang ideal dalam Islam.
45

 

Kedua, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hanya di tangan Tuhan, 

adapun manusia hanyalah pelaksana mandat dari Tuhann. Dengan demikian, 

tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat. Hukum tertinggi adalah 

hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunah, dan hukum-hukum 

turunannya tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Ketiga, 

Sistem politik al-Maududi adalah universal dan tidak mengenal batasan-batasan 

geografis, bahasa dan kebangsaan.
46

 

Dasar utama dalam negara menurut al-Maududi adalah tauhid. Tauhid 

mempunyai doktrin-doktrin yang sangat revolusioner dan mempunyai implikasi 

yang besar dalam mengubah tatanan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang 

pada saat itu sudah tidak bersendikan pada ajaran tauhid. Konsep ketatanegaraan 

                                                           
45

 Ibid., 166. 
46

 Ibid., 166 
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yang diusung al-Maududi disebut teo-demokrasi, dengan tauhid sebagai sendi 

suatau negara dan kemudian dijalankan oleh manusia. Berbeda dengan sistem 

teokrasi yang dianut oleh bangsa Barat ketika abad pertengahan, dimana 

sebagian kelompok pendeta mendominasi kekuasaan dan mentasbihkan diri 

mereka sebagai representasi Tuhan di bumi. Al-Maududi tidak sependapat 

dengan teokrasi ala Barat yang hanya membatasi kekuasaan hanya pada 

segelintir orang (oligarkhi), tetapi semua elemen masyarakat yang dipandang 

memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin maka dia berhak untuk menduduki 

posisi tersebut dengan tetap di bawah aturan-aturan Islam.
47

 

C. Konsep Negara Dalam Sejarah Islam 

Diutusnya Muhammad SAW ke dunia sebagai risalah keislaman telah 

memberikan perubahan yang besar ke dalam dunia, tidak terkecuali dalam dunia 

politik dan ketatanegaraan. Sebagaimana yang diketahui bahwa bangsa Arab 

adalah bangsa yang sulit diketahui titik temu dan persatuan di antara mereka. 

Kehidupan mereka bersuku-suku dan membentuk suatu komunitas yang satu dan 

yang lainnya menganggap dirinya merasa unggul atas yang lainnya. Kota 

Mekkah pada saat itu terdiri dari berbagai suku, dimana tata kelola 

pemerintahannya dipimpin oleh kaum aristokrat Quraish, sedangkan Madinah 

tidak pernah memiliki persatuan dan kesatuan pemerintahan, akibat munculnya 

konflik yang melibatkan dua suku utama Arab, Auz dan Khazraj, hal ini 

dipersulit dengan keterlibatan Yahudi dalam konflik tersebut.
48

 

                                                           
47

 Abu al-A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1975), 159. 
48

 Biyanto, ‚Suksesi Kepemipinan Arab Pra-Islam Dan Periode al-Khulafa al-Rashidun‛, 

Islamica, Vol. 1, No. 1, (September, 2006), 78. 
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 Tampilnya Muhammad sebagai seorang Nabi yang membawa misi 

persatuan dan rahmat bagi seluruh alam telah mengubah dunia pada saat itu, 

terutama kawasan Arab. Muhammad menunjukkan perannya dalam menyatukan 

umat, tatkala usianya menginjak tiga puluh lima tahunn. Ketika terjadi 

pertengkaran di kabilah Arab, tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad 

pada tempatnya, Muhammad muncul sebagai jalan keluar atas peristiwa tersebut, 

dan sejak saat itulah Muhammad mendapat julukan al-Ami>n (orang yang dapat 

dipercaya).
49

 Pada usia keempat puluh, Muhammad diutus menjadi seorang rasul 

yang salah satu ajarannya adalah membentuk sebuah komunitas internasional,
50

 

suatu komunitas tanpa ada batasan suku, kebangsaan dan geografis. Ajarannya 

memandang bahwa semua manusia adalah sama tidak ada keunggulan antara 

bangsa Arab dengan bangsa non Arab.  

Terbentuknya sebuah masyarakat atau komunitas Islam (ummat) bisa 

dilacak dari periodesasi kenabian Muhammad. Era kenabian Muhammad terbagi 

menjadi dua fase, Mekah dan Madinah, yang antaranya dipisahkan oleh peristiwa 

hijrah Nabi ke Madinah. Kedua fase ini bersinambungan dan tidak terpisah, 

artinya bahwa fase yang pertama adalah titik tolak dari fase yang kedua. Pada 

fase yang pertama embrio embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan kaidah-

kaidah pokok Islam sudah mulai ditetapkan secara general. Sedangkan pada fase 

kedua, bangunan masyarakat Islam berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang 

sebelumnya bersifat general sudah dijabarkan secara mendetail. Prinsip-prinsip 

                                                           
49

 H}asan Ibrahim H}asan, Ta>ri>kh al-Isla>m, jilid. 1, (Kairo: Maktabah al-Nahd}at al-Mis}riyyah, 

1979), 79. 
50

 Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Kini, Cetakan I (Jakarta: PT 

Serambi Ilmu Semesta, 2006), 36 
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syariat Islam pada fase ini disempurnakan dan dideklarasikan yang kemudian 

diaplikasikan, sehingga pada masa ini, Islam tampil dalam bentuk sosial integral 

yang aktif menuju tujuan yang satu.
51

 

Sebelum hijrah Nabi ke Madinah atau fase dakwah Nabi yang kedua, 

tonggak bangunan politik dan kenegaraan Islam berawal dari baiat Aqabah I (620 

M) dan baiat Aqabah II (622M).
52

 Setibanya Nabi sampai di Yathrib (Madinah), 

diantara hal yang dilakukan adalah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan 

Anshar dalam ikatan tali persaudaraan. Lebih luas dari pada itu, Muhammad juga 

mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah yang plural dengan dikeluarkan 

Piagam Madinah yang intinya adalah mengubah konfederasi kesukuan menjadi 

sebuah masyarakat baru yang dikendalikan ajarannya tentang moral.
53

 Berbeda 

dengan ajaran Yahudi yang mendeklarasikan suatu tatanan hukum yang meliputi 

semua (etnis), sementara Kristen mendakwahkan persaudaraan spiritual 

(universal). Tetapi keduanya tidak ada yang secara serius masalah-masalah 

kekuatan militer dan kekuasaan politik. Sedangkan Muhammad mendakwahkan 

persaudaraan spiritual dan hukum yang merangkul semua golongan, serta 

                                                           
51

 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Cetakan I (Jakartaa: Gema Insani Press, 2001) 2-3. 
52

 Pada baiat Aqabah II sejumlah 75 orang berbaiat setia kepada Nabi Muhammad dan 

mengundangnya untuk tinggal di Yathrib (Madinah) dengan harapan bahwa Nabi Muhammad 

mampu mendamaikan suku Aws dan Khazraj yang saling bermusuhan. Lihat. Philip K. Hitty, terj. 

R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, History of The Arabs (Jakarta: PT. Serambi 

Ilmu Semesta, 2006), 145. 
53

 Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad didesign sebagai undang-undang dasar atau konstitusi 

(al-Dustu>r al-Madani>), yang digunakan untuk mengatur hubungan timbale balik (interaksi) dalam 

internal umat Islam sendiri, dan antara muslim dengan non-muslim, dalam berbagai aspek 

kehidupan: sosial, hukum, ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Lihat. Nurcholis Madjid, 

Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan 
dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992), 195. 
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menyatakan bahwa kendali politik universal harus diraih oleh umat Islam bahkan 

bila perlu dengan kekuatan militer.
54

 

Muhammad mulai menggantikan suku dan negara di Madinah dengan 

sebuah komunitas agama dan aturan hukum moral. Dan ternyata ia menemukan 

sebuah tipe masyarakat yang unik, saling berhadapan, dan berwawasan dunia; ia 

menghubungkan individu dengan kelompok melalui kombinasi yang unik dari 

bermacam ritual dan etika. Jika ditinjau secara cermat, mungkin sengaja 

dirancang untuk menempa ikatan interpersonal dalam skala global. Islam 

menyediakan jalur peralihan yang khas, agak berbeda dari yang dimiliki Mesir, 

negara kota Yunani, dan monarki-monarki feodal Eropa, dari masyarakat yang 

tribalisme menjadi masyarakat yang luas dan berstruktur.
55

 Sehingga komunitas 

atau negara yang didirikan pada waktu di Madinah adalah negara internasional 

yang tanpa memandang ras kesukuan, agama dan bangsa.  

Kondisi Madinah saat itu mampu mewujudkan replika bangunan 

masyarakat yang ideal untuk diteladani oleh generasi-generasi yang datang 

kemudian, terutama dalam pembentukan teori-teori politik yang datang 

setelahnya. Ada tiga faktor yang terpenting dalam pembentukan suasana politik 

Madinah saat itu, pertama, sistem sosial yang dibentuk dan dibimbing langsung 

oleh Nabi Muhammad, kedua, pengakuan akan prinsip kebebasan berfikir untuk 

setiap individu dan yang ketiga, penyerahan wewenang kepada umat untuk 
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 Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Kini, 37. 
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merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya dan penentuan 

beberapa segi formatnya.
56

 

Pada saat itu, Muh}ammad menjalankan dwi fungsi sebagai pemimpin 

negara kota Madinah dan sekaligus Rasu>lullah dengan otoritas yang berlandaskan 

wahyu. Dalam kehidupan sehari-hari sulit dibedakan posisi Muh}ammad sebagai 

pemimpin negara dan rasul. Hubungan umat Islam dengan Muh}ammad ketika itu 

adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan dan 

loyalitas yang utuh kepada seorang pemimpin yang juga pembawa risalah.
57

 Hal 

ini yang mungkin menyebabkan ambiguitas pada generasi setelahnya untuk 

menemukan pola dan unsure-unsur kehidupan bernegara seperti yang 

dicontohkan oleh Muh}ammad. 

Salah satu prinsip yang bisa diambil dari kepemimpinan Muh}ammad 

dalam menjalankan pemerintahan negara kota Madinah adalah mekanisme 

pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keputusan 

bersama. Dalam hal ini, Muh}ammad senantiasa melibatkan keseluruhan anggota 

masyarakat. Di antara peristiwa yang menunjukkan dilibatkannya masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan adalah mengenai tawanan Perang Badar, 

posisi penyerangan dalam Uh}ud dan Perang Khandaq serta Perjanjian 

Hudaibiyyah. Lebih dari itu, bahkan dalam proses yang sensitif, seperti dalam 

peristiwa tuduhan terhadap istrinya (‘Aishah), Muh}ammad juga menggunakan 

prinsip musyawarah dengan meminta pendapat para sahabat dalam mengambil 
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 M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, 4. 
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 Biyanto, ‚Suksesi Kepemipinan Arab Pra-Islam Dan Periode al-Khulafa al-Rashidun‛, 

Islamica, 80  
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keputusan. Dengan demikian, prinsip musyawarah, dalam setiap mengambil 

keputusan, terutama terhadap permasalahan yang tidak ada petunjuk wahyu, 

sangat ditekankan Nabi.
58

 

Setelah Rasulullah wafat hampir tidak diperoleh dengan jelas dan tegas 

nash dari Rasulullah yang mengemukakan tentang siapa penggantinya kelak yang 

akan menjadi pemimpin bagi umat Islam. Seolah hal ini dibiarkan dan diserahkan 

kepada umat Islam untuk melakukan musyawarah memilih siapa diantara umat 

Islam yang akan menjadi pemimpin bagi mereka.
59

 Dan setelah melalui 

musyawarah yang alot, ditetapkan sebagai khalifah pengganti Rasululah adalah 

Abu Bakar al-Sidq.
60

 Dan pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar dikenal 

dengan sistem khilafah yang dijabat oleh empat orang khalifah. 

Secara bahasa al-Khila>fah merupakan mas}dar (kata jadian) dari kata kerja 

khalafa yang berarti sebagai pelanjut sesudahnya. Khalifah adalah penguasa 

tertinggi. Pada dasarnya khila>fah (kekhalifahan) adalah sesuatu yang 

dicadangkan agar seseorang menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini, 

maka orang yang menjadi pelanjut atau penerus Rasulullah dalam melaksanakan 

hukum syariat adalah khalifah. Khalifah juga dinamai dengan imam, karena 
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 Hasan Ibrahim Hasan, terj. H.A. Bahauddin, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2003), 276. 
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 Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan terjadi 

perdebatan yang sengit antara kaum Muhajirin dan Ansor, keduanya merasa yang paling berhak 
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berdiri dan memberikan penjelasan tentang kriteria pemimpin yang dikehandaki oleh Rasulullah, 

kemudian mengusulkan dua orang dari Quraisy yang akan menjadi khalifah; ‘Umar ibn Khattab 

dan Ubaidah ibn Jarrah, namun usul tersebut ditolak oleh kaum Anshar. Setelah itu, ‘Umar 

berdiri dan mengusulkan supaya Abu Bakar sendiri yang dipilih sebagai khalifah pengganti Nabi, 

dengan alasan paling tua dan orang yang paling dekat dan kepercayaan Nabi. Seketika itu semua 

hadirin setuju dengan pendapat ‘Umar dan diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama 

pengganti Rasulullah. Lihat. Mohammad Nur Hakim, Jatuhnya Sebuah Tamadun (Selangor: PTS 

Islamika, 2008), 45-46.  
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seorang khalifah menyerupai imam dalam sholat yang harus diikuti dan 

diteladani makmum.
61

 

Sedangkan menurut istilah, al-khila>fah berarti kepemimpinan umum 

dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi.
62

 Al-Mawardi 

berpendapat bahwa, sebagaimana Muhammad yang diutus sebagai nabi dan rasul 

yang mengemban tugas suci untuk mendakwahkan serta menjaga agama dan 

mengurusi urusan dunia, begitu juga tugas seorang khalifah mengambil peran 

penting dari dua tugas pokok itu hanya saja dia tidak bisa disebut sebagai 

seorang nabi atau rasul hanya pengganti.
63

 Dalam hal ini al-Mawardi 

berpandangan integralistik dan tidak sekularis. Ibn Khaldun sependapat dengan 

al-Mawardi, dia mengatakan bahwa khilafah adalah sistem yang membawa 

seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara’ demi kamaslahatan dunia dan 

akhirat mereka. Karena ihwal dunia tiada lain adalah ladang untuk menggapai 

kehidupan kelak di akhirat.
64

 

Sistem kekhalifahan dalam Islam berlangsung selama 30 tahun atau 

tepatnya 29 tahun (632-661), yaitu semenjak dipilihnya Abu Bakar al-Sidq dan 

berakhir pada pemerintahan ‘Ali ibn Abi Talib. Abu Bakar ditunjuk sebagai 

khalifah pengganti Nabi pada 8 Juni 632 melalui pemilihan yang melibatkan para 

pemimpin masyarakat yang berkumpul di Madinah. Sebagai khalifah pengganti 
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Nabi, Abu Bakar meneladani semua keistimewaan Nabi, kecuali hal-hal yang 

terkait dengan kenabian.
65

 

Setelah Abu Bakar, Umar ibn Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai 

penggantinya dan menggunakan gelar khalifah khalifah Rasulilah (pengganti 

pengganti rasulullah). Umar ibn Khattab adalah khalifah pertama yang 

dinobatkan sebagai khalifah sekaligus memangku jabatan sebagai panglima 

tertinggi dengan gelar khusus amir al-mu’minin (panglima orang-orang beriman). 

Menjelang wafatnya Umar membentuk tim formatur yang beranggotakan enam 

orang: ‘Ali > ibn Abi> T>}a>lib, ‘Uthma >n ibn ‘Affa >n, Zubair ibn al-Awwa>m, T}alh}ah ibn 

‘Abdullah, Sa’ad ibn Abi Waqqash dan ‘Abd al-Rahma>n ibn ‘Awf. Sistem 

pengangkatan khalifah dengan membentuk tim formatur ini disebut dengan ahl 

halli wa al-‘aqd, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang berhak untuk 

memilih dan mengangkat seseorang menjadi khalifah. Dari musyawarah yang 

dilakukan oleh tim ini terpilih ‘Uthman ibn ‘Affan sebagai khalifah pengganti 

‘Umar ibn Khattab, mengungguli ‘Ali. Setelah ‘Uthman wafat terbunuh, ‘Ali 

diangkat sebagai khalifah keempat pada 24 Juni 656 di Masjid Nabawi.
66

 

Dari keempat khalifah yang dikenal dengan khulafa> al-rashidu>n yang 

menjalankan sistem khilafah, ada empat model pemilihan seorang khalifah. 

Pertama, pemilihan secara demokratis, terjadi pada pengangkatan Abu Bakar, 

kedua, pemilihan dengan penunjukan, terjadi pada pengangkatan ‘Umar ibn 

Khattab, ketiga, dengan membentuk tim formatur pada pengangkatan ‘Uthman 

                                                           
65

 Philip K. Hitty, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, History of The Arabs, 
222. 
66

 Ibid., 223. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

ibn ‘Affan dan keempat, pemilihan dengan aklamasi yaitu pengangkatan ‘Ali 

menjadi khalifah. Artinya bahwa dalam pemilihan seorang khalifah tidak 

berpatokan pada sistem tertentu saja. Tetapi yang tidak ditinggalkan dalam 

pemilihan seorang khalifah adalah asas musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan seorang khalifah bisa memakai metode apa saja dan mana saja yang 

dicontohkan oleh para khalifah dengan tidak meninggalkan asas musyawarah. 

Beberapa prinsip yang dijalankan pada sistem khilafah, pertama, 

musyawarah, di dalam memutuskan berbagai masalah, terutama yang 

menyangkut kepentingan umat, seorang khalifah selalu melakukan musyawarah 

dengan para sahabat. Dalam hal ini sahabat berposisi sebagai penasehat, sebagai 

contoh penegakan hukum oleh khalifah atas sengketa yang terjadi di masyarakat, 

sering kali khalifah meminta pendapat para sahabat. Di masa Abu Bakar yang 

menjadi penasehat diantaranya adalah, ‘Umar, ‘Ali dan sahabat-sahabat yang 

lain. Musyawarah adalah salah satu hal penting dari ajaran Islam yang diwariskan 

Nabi kepada para sahabatnya, selain para khalifah juga paham, bahwa sahabat-

sahabat Nabi adalah murid Nabi sendiri, sehingga nasehat-nasehat yang mereka 

sampaikan banyak yang bersumber dari ajaran Nabi.
67

 

Tradisi musyawarah ini diteruskan oleh ‘Umar ibn Khat}t}a>b dalam 

menjalankan pemerintahannya. Baru pada masa pemerintahan ‘Uthma>n paruh 

kedua, tradisi itu mengalami pergeseran, pada saat itu ‘Uthma>n tidak biasa 

meminta nasehat kepada sahabat senior yang lain seperti ‘Ali>, ia lebih sering 

meminta nasehat dan pertimbangan kepada keluarganya sendiri, seperti 

                                                           
67

 Mohammad Nur Hakim, Jatuhnya Sebuah Tamadun, 51. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

Mu’awiyyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Hal ini yang 

kemudian menimbulkan masalah di akhir pemerintahan ‘Uthma>n. Di masa ‘Ali> 

sama seperti sebelumnya, tidak berjalan dengan baik, disebabkan umat Islam saat 

itu umat Islam terpecah menjadi dua kubu besar, pendukung Mu’awiyyah yang 

sekaligus penentang ‘Ali> dan kubu ‘Ali.
68

  

 Kedua, transparan, jabatan khalifah adalah amanah dari Tuhan yang 

diembankan pada seseorang dalam memimpin rakyat sesuai dengan aturan 

agama. Artinya, bahwa seorang tidak boleh bersifat otoriter dalam menjalankan 

pemerintahan, sebaliknya seorang khalifah harus terbuka terhadap kritik dari 

rakyat. Dan ini dicontohkan oleh Abu Bakar dan khalifah-khalifah yang lain 

ketika diangkat menjadi khalifah, mereka mempersilahkan kepada rakyat untuk 

mengoreksinya apabila bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan ketiga, 

bai’at atau transaksi sosial, transaksi atau perjanjian dilaksanakan antara khalifah 

dan rakyatnya. Isi dari perjanjian tersebut adalah sumpah setia kepada khalifah 

dalam menjalankan pemerintahan dari rakyat.
69

 

Pada periode selanjutnya setelah meninggalnya ‘Ali kekuasaan umat 

Islam berada di tangan Mu’awiyah ibn Abi Sufyan (661-680) dan pusat 

kekuasaan berpindah dari yang sebelumnya berada di Kuffah ke Damaskus. 

Berakhirnya pemerintahan ‘Ali juga menjadi akhir dari sistem khilafah dalam 

umat Islam saat itu dan dimulainya sistem monarkhi atau kerajaan yang lebih 

mirip dengan kerajaan Persia dan Imperium Romawi. Mu’awiyyah 

mendeklarasikan berdirinya dinasti Bani Umayyah dengan menerapkan sistem 
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birokrasi patrimonial. Patriomonialisme yang dimaksud adalah sistem 

pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara 

sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-temurun), 

sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah 

perlindungan dan dukungannya. Dalam konsep ini, kekuasaan bersifat mutlak dan 

tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, seorang kepala negara mempunyai 

kekuasaan untuk mengatur urusan ekonomi demi kebahagiaan rakyantnya.
70

  

Untuk medapatkan legitimasi dari rakyat, Bani Umayyah mendasarkan 

pada ikatan persaudaraan mereka dengan’Uthman, kemudian menyatakan bahwa 

diri mereka sebagai keturunan pilihan Tuhan. Mereka juga mengadopsi sistem 

kerajaan dari negara Persia yang menggunakan sistem monarkhi, dengan retorika 

monarkhi ala Timur Tengah yang memandang bahwa penguasa adalah 

penggembala (ra’y) dan rakyat adalah gembalaan (ra’iyyah). Sang khalifah 

meliputi bumi dengan cahaya kasih sayang, keadilan dan hujan. Kemurahan ini 

wajib dibalas oleh rakyat dengan ketaatan tanpa syarat. Selain itu, mereka mulai 

menggunakan pemikiran Islam untuk mendukung otoritas penguasa, dengan 

menyebut diri mereka sebagai wakil Tuhan, sekaligus penerus nabi.
71

 

Sikap amoral, berfoya-foya dan mengabaikan kesejahteraan rakyat yang 

dipertontonkan oleh para khalifah Bani Umayyah menambah kebencian di 

kalangan masyarakat. Akibatnya timbullah usaha-usaha untuk mengambil alih 

kekuasaan dari Bani Umayyah banyak digencarkan oleh sebagian kelompok, dan 

salah satu gerakan itu lahir dari keluarga Bani Hasyim, mereka beralasan bahwa 
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kekhalifahan sebagai jabatan pengganti Nabi haruslah dikembalikan kepada 

keluarga Nabi.
72

 Suksesi dan kudeta kepada kekuasaan Bani Umayyah mulai 

dilakukan, dimulai dengan diusirnya Yazid bin ‘Umar bin Habairah ke Wasit dan 

berakhir dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad khalifah terakhir Bani 

Umayyah di Busir oleh pasukan ‘Abbasiyah di bawah pimpinan Salih bin Ali, 

seorang paman Abu al ‘Abbas yang lain.
73

 Dengan terbunuhnya Marwa>n bin 

Muhammad, tumbanglah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah kekuasaan 

Bani ‘Abbasiyyah di bawah pimpinan khalifahnya yang pertama yaitu Abul 

‘Abbas Ash-Shafah dengan pusat kekuasaan pada awalnya berada di Kuffah yang 

di kemudian hari dipindahkan ke Baghdad. 

Sama halnya dengan dinasti Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyyah adalah 

menerapkan sistem patrimonial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

pemerintahan mengadopsi pola administrasi Persia. Secara teori kepala negara 

adalah seorang khalifah yang memegang semua kekuasaan, ia dapat, dan telah 

melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada 

seorang hakim (qadi), dan otoritas militer kepada seorang jendral (amir), tapi 

khalifah sendiri dalam tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam semua 

urusan pemerintahan.
74

 

Berdirinya daulah Bani ‘Abbasiyyah, telah mengakhiri daulat Bani 

Umayyah yang menekankan landasan politiknya pada Arabisme. Pemerintahan 
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daulat Bani ‘Abbasiyyah lebih mendasarkan kebijakan politiknya pada prinsip 

universalitas Islam. Prinsip pemerintahan yang inklusif transparan, rasional, 

prinsip pembaharuan ekonomi, dan prinsip mendorong berkembangnya ilmu 

pengetahuan.
75

 Hitti menambahkan, bahwa perbedaan mendasar antara Dinasti 

Umayyah dan Dinasti ‘Abbasiyyah adalah Dinasti Umayyah terdiri atas orang 

Arab, sementara Dinasti ‘Abbasiyyah merupakan kerajaan orang Islam baru, 

tempat orang Arab hanya menjadi salah satu unsur dari berbagai bangsa yang 

membentuk kerajaan itu.
76

 

D. Teori Relasi Agama Dan Negara 

Transformasi pemikiran umat Islam tentang relasi agama dan negara dari 

waktu ke waktu bersifat temporal dan tentatif. Pada masa klasik dan pertengahan 

Islam, para sarjana muslim berpendapat bahwa relasi agama dan negara bersifat 

harmonis, tidak ada pertentangan antara negara dan agama. Doktrin Islam adalah 

negara sekaligus agama (di>n wa dawlah) menjadi sumber inspirasi bagi 

terbentuknya administrasi ketatanegaraan pada masa itu. Para khalifah juga tidak 

segan untuk mengatakan bahwa dirinya adalah wakil Tuhan dan penerus Nabi 

dalam menyebarkan ajaran Islam, di satu sisi dia adalah kepala negara yang 

mengatur kehidupan dunia, di sisi lain dia seorang imam yang tidak beda dengan 

imam sholat.  

Di masa modern Islam pemikiran relasi agama dan negara tidak lagi 

tunggal, imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia muslim 
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memberikan warna baru kepada para pemikir muslim dalam memandang relasi 

tersebut. Negara-negara Barat pada masa itu secara tegas telah memisahkan 

negara dari agama. Sehingga agama hanya menjadi wilayah privat dan tidak 

boleh masuk ke dalam ranah publik, apalagi mencampuri urusan negara. 

Pemikiran seperti ini banyak diadopsi oleh sarjana muslim modern, dengan 

berasumsi bahwa, hanya dengan meniru pemikiran ala Barat termasuk dalam 

bernegara, umat Islam dapat mencapai kemajuan seperti yang diraih oleh Barat. 

Terdapat tiga aliran dalam diskursus relasi agama dan negara dalam 

kalangan umat Islam. Pertama, tipologi organik integralistik, aliran ini 

berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup semua 

urusan, dunia dan akhirat, termasuk sistem ketatanegaraan dengan merujuk 

kepada kehidupan pada masa rasulullah dan khulafa’ al-rashidun. Kedua, tipologi 

sekular, aliran ini merupakan paradoks dari aliran yang pertama. Pengikut aliran 

ini berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan negara, dengan 

beralasan bahwa Muhammad diutus dengan membawa risalah kenabian dan tidak 

disuruh untuk mendirikan sebuah negara. Ketiga, tipologi moderat, aliran ini 

merupakan sintesis dari kedua aliran di atas. Mereka menolak bahwa Islam 

adalah agama yang serba lengkap tetapi juga menolak bahwa tidak ada dalam 

Islam ajaran-ajaran tentang ketatanegaraan.
77

 

1. Tipologi Organik Integralistik 

Pandangan ini berpendapat integralistik agama dan negara, dengan alasan 

bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna, baik dalam mengatur 
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urusan agama maupun masyarakat. Paham ini menjelaskan bahwa agama tidak 

bisa dipisahkan dari negara, begitupun negara juga tidak bisa dipisahkan dari 

agama. Islam bukan agama yang hanya mengatur kehidupan spiritual umat Islam, 

tapi lebih dari itu, Islam adalah jalan hidup (way of life) bai umat Islam. 

Tipologi ini merujuk kepada pemerintahan dan sistem politik yang 

dipraktekkan pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rashidun sebagai pondasi 

dasar terbentuknya pemerintahan dan negara Islam. Aliran ini pun juga terbagi 

menjadi dua bagian, tradisionalis dan fundamentalis. Kaum tradisionalis 

menginginkan berdirinya sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang pernah 

dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa’ al-Rashidun tanpa 

perubahan. Sedangkan kaum fundamentalis menginginkan reformasi sistem 

sosial, sistem pemerintahan dan negara untuk kembali kepada konsep Islam 

secara total dan menolak konsep lainnya.
78

 Kedua aliran hanya berbeda dalam 

masalah sudut pandang, dengan tujuan yang sama, terbentuknya sebuah negara 

Islam yang mengatur seluruh aspek negara. 

M. Nasir menganalogikan agama dan negara seperti dua sisi mata uang 

yang tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan, oleh karena itu, Islam dan negara 

saling berkaitan dan apabila terjadi perbedaan antara keduanya adalah karena 

pengaruh Barat. Ajaran Islam dalam pandangan Nasir meliputi dua aspek, agama 
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dan masyarakat politik.
79

 Urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian 

integral risalah Islam. 

Munawir Sadzali menjelaskan bahwa pengaruh aliran ini pada umumnya 

berpendirian bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dalam 

mengurusi tata kehidupan bernegara dan berpolitik. Dengan alasan ini, maka 

sudah seharusnya bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran Rasulullah dan 

empat sahabatnya dalam membangun tata kelola negara.
80

 Pengusung aliran ini 

berpendapat bahwa agama dan negara harus digabung dalam satu atap dan tidak 

teepisahkan, dengan melihat bahwa Muhammad adalah seorang agamawan dan 

negarawan. 

2. Tipologi Sekular 

Aliran menekankan pada pemisahan antara agama dan negara, teori ini 

menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan 

sebuah negara. Teori ini menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya 

kewajiban mendirikan negara, dengan argument bahwa tidak ada ayat yang 

secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintah dan negara. Aliran ini 

menegaskan bahwa pendirian sebuah lembaga negara bukanlah menjadi tugas 

yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Beliau hanyalah rasul yang 

ditugaskan untuk menyampaikan dakwah agama bukan membentuk negara.
81
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Kelompok ini juga menandaskan, bahwa gagasan tentang negara Islam, 

bukan saja tidak mungkin secara konseptual tetapi juga tidak bisa dilaksanakan 

secara praktis. Permasalahan yang akan mucul adalah; siapakah yang memiliki 

otoritas untuk menentukan ke-Islam-an suatu negara dan menurut kriteria yang 

mana. Salah satu negara yang menerapkan teori ini adalah Turki yang 

diproklamirkan oleh Mustafa Kemal Attaturk.
82

 Berabad-abad Turki adalah 

sebuah negara Islam ideal yang kemudian dirombak oleh Kemal menjadi negara 

sekular. 

3. Tipologi Moderat 

Aliran ini adalah sintesa dari kedua aliran, kelompok ini menolak bahwa 

Islam adalah agama yang serbalengkap dan dalam Islam terdapat sistem 

ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak bahwa Islam adalah agama yang 

hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya.
83

 Kelompok ini 

menyadari bahwa Islam mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsip-

prinsipnya antara lain al-h}uriyyah (kebebasan) dan kemerdekaan, al-musawwa 

(persamaan), al-‘ada>lah (keadalian), al-shura (musyawarah) dan al-tasa>muh{ 

(toleransi).
84

  

Dalam bidang politik, kelompok ini pada dasarnya merefleksikan upaya 

yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan 
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manifestasi substansial dan nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik.
85

 Dalam hal 

ini, negara tidak perlu menelusup masuk ke dalam hubungan antara manusia dan 

tuhannya, dengan kata lain, negara tidak berhak untuk mengintervensi kehidupan 

seseorang. Tugas negara adalah sebagai penjaga perdamaian, persatuan bangsa 

dan mengupayakan kesejahteraan dan kenyamanan warganya. Kelompok ini lebih 

mementingkan subtansi ajaran Islam dari pada bentuk formalisasi Islam. 
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